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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam teori hukum ditegaskan bahwa asas keseimbangan adalah asas 

yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian. Menurut Sri Gambir Melati Hatta dalam disertasinya yang 

berjudul “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan 

Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia” menyatakan bahwa 

“Asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan posisi tawar para 

pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. 

Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu 

intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui 

penyeragaman syarat-syarat perjanjian”.1 Asas keseimbangan adalah asas 

yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika 

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor. 

Dalam hal ini, debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan 

perjanjian itu dengan iktikad baik.2 

Bagi Indonesia, asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang 

melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang 

 
1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Pradana Media Group, Jakarta,2011, hlm. 27. 
2 M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, 

JurnalSUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 54. 
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masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan 

masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga 

tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga 

sebagai cita-cita yang ideal yang setiap kali hendak dijawantahkan.3 

Sejauh ini, asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai 

aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga 

muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian 

“keseimbangan-seimbang” atau “evenwitchevenwichtig” (Belanda) atau 

“equality-equal-equilibrium”(Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” 

menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.4 

Sutan Remy Sjahdeini, dalam disertasinya yang berjudul “Kebebasan 

Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam 

,Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, menganalisis keseimbangan berkontrak 

pada hubungan antara bank-nasabah, menyimpulkan bahwa keseimbangan 

para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama 

kuat”.5 Menurut Roscoe Pound, “hukum bukan hanya merupakan kumpulan 

norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu 

proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

dan nilai-nilai yang saling bertentangan”. Proses itu pada akhirnya 

melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru yang membuat masyarakat 

 
3 Herlien. Budiono. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Citra Aditya Bakti : 

Bandung, 2006, hlm. 357. 
4 Ibid, hal. 25-26 
5 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para 

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2009, hlm.54.  
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terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan keseimbangan-

keseimbangan baru.6 

Saat ini kecenderungan makin memperparah pada banyaknya perjanjian 

di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang 

seimbang di antara para pihak. Dalam prakteknya, perjanjian itu terjadi 

dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada 

suatu fomulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada 

pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan 

sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-

syarat yang disodorkan.7 

Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas keseimbangan sebagai akibat 

digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu 

pihak, sehingga bagi pihak lainnya keseimbangan yang tinggal hanyalah 

berupa pilihan antara menerima atau menolak (take it or leave it) syarat-

syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.8 Oleh sebab itu hal 

tersebut perlu dikaji pada transaksi Repurchase Agreement (Repo) agar 

terciptanya asas keseimbangan yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Repurchase Agreement (Repo) juga dapat dikatakan sebagai kontrak 

jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam kurun waktu tertentu 

baik nilai maupun masa pembeliannya disepakati bersama. Umumnya 

pembelian kembali ini dilakukan dengan harga yang lebih tinggi atau juga 

 
6 Donald Albert Rumukoy dan Frans Maramis, PengantarIlmu Hukum, Raja GrafindoPersada, 

Jakarta, 2014, hlm. 36—37. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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bisa dengan perjanjian yang berisikan kondisi-kondisi tertentu dan dengan 

harga tertentu pula.  

Repurchase Agreement (Repo) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi 

Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151 (selanjutnya disebut POJK 

Nomor 09/POJK.04/2015) .9 Dalam POJK Nomor 09/POJK.04/2015 tersebut, 

disyaratkan penggunaan dokumen Global Master Repurchase Agreement 

(GMRA) Indonesia Annex dalam pelaksanaan transaksi Repo yang dilakukan 

oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).10 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b POJK Nomor 9/POJK.04/2015 

mengatur terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi 

Repo wajib menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan 

Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. 

Diketahui bahwa praktik Transaksi Repo secara global menggunakan Global 

Master Repurchase Agreement (GMRA) dan pencatatan akuntasinya 

mengikuti International Financial Reporting Standards (IFRS). Berdasarkan 

standar IFRS, efek yang dijual dalam Transaksi Repo tetap diakui di neraca 

penjual, mengingat paling tidak 2 karakteristik pengakuan aset terpenuhi 

sebagai berikut: 11 

 
9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5711 
10IDX Channel, “Fasilitas Transaksi REPO di Pasar Modal Indonesia”, diakses dari 

https://idxchannel.okezone.com/read/2019/04/12/278/2042406/fasilitas-transaksi-repo-di-pasar-

modal-indonesia, pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 18:24 WIB. 
11OJK, “Tanya Jawab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 Tentang 

Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan”, diakses dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-09-

POJK.04-2015/FAQ-Transaksi-Repo.pdf, pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 17:00 WIB. 
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1. Dengan penetapan harga pembelian kembali di awal, penjual masih 

menanggung risiko atas Efek yang dijual;   

2. Penjual masih menerima arus kas dari/memiliki hak atas pendapatan yang 

dihasilkan dari Efek yang telah dijual dalam Transaksi Repo.  

Dalam konteks Indonesia, perlakuan akuntansi atas pengakuan aset 

mengacu Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 55 yang juga 

mengacu kepada IFRS, yaitu kriteria pengakuan asset dimaksud. Dengan 

demikian, sepanjang karakteristik pengakuan aset tersebut di atas terpenuhi 

dalam sebuah Transaksi Repo, maka aset yang dijual dalam Transaksi Repo 

tetap dicatat di neraca penjual.12 Berbeda pada penjelasan yang disebutkan 

dalam “Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 9/POJK.04/2015 yang 

disebutkan bahwa:13 

1. Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas 

Efek.  

2. Efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan marjin 

dalam Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas 

Efek tersebut”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka di satu sisi transaksi Repo 

mengakibatkan perubahan kepemilikan yang artinya adalah berpindahnya hak 

dan kewajiban kepemilikan, namun di sisi lain karakteristik dari transaksi 

Repo itu sendiri adalah bahwa penjual masih menanggung risiko atas Efek 

yang dijual, dan penjual masih menerima arus kas dari/memiliki hak atas 

pendapatan yang dihasilkan dari Efek yang telah dijual dalam Transaksi 

 
12 Ibid., 
13 Pasal 3 POJK Nomor 9/POJK.04/2015 
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Repo. Melihat dari penjelasan diatas bahwa peraturan yang diterbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dapat menimbulkan ketidaksempurnaan kepemilikan 

atas efek dalam suatu transaksi Repo mengakibatkan ketidakseimbangan pada 

hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian Repo, ketidakseimbangan 

antara para pihak yang melaksanakan Transaksi Repurchase Agreement 

membuat perjanjian tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan karena 

sepatutnya setiap perjanjian harus memenuhi asas kesimbangan agar 

tercapainya keadilan bagi para pihak didalam perjanjian tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan 

hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk 

penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN 

DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Bagaimana pengaturan transaksi Repurchase Agreement dalam pasar 

modal Indonesia? 

2) Bagaimana penerapan dari pengaturan transaksi Repurchase Agreement 

dalam pasar modal Indonesia terhadap asas keseimbangan antara hak, 

kewajiban dan tanggung jawab? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengkaji pengaturan transaksi Repurchase Agreement dalam pasar 

modal Indonesia. 

2) Untuk mengkaji penerapan dari pengaturan transaksi Repurchase 

Agreement terhadap asas keseimbangan antara hak, kewajiban dan 

tanggung jawab. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Teorietis 

 Secara teoretis adalah: 

1) Hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini menjadi bahan 

pemikiran lebih lanjut mengenai penerapan asas keseimbangan dalam 

transaksi Repurchase Agreement. 

2) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum dan instansi terkait tentang kasus-kasus tentang 

transaksi Repurchase Agreement, sehingga tercipta penyelesaian 

sengketa yang baik. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis adalah: 

1) Bagi Penulis, yaitu sebagai sarana untuk mempertajam daya analisis, 

menganalisis data secara ilmiah serta dapat mengaplikasikan teori yang 

telah di dapat dibangku kuliah. 
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2) Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat 

memberikan masukan untuk penyempurnaan pengaturan hukum tentang 

transaksi Repurchase Agreement. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi uraian mengenai Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, 

Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian, Tinjauan Pasar Modal, 

Transaksi Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali 

(Repurchase Agreement)  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi uraian mengenai Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis 

Bahan Hukum yang Dibutuhkan, Teknik/Metode Pengumpulan 

Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Berisi analisis permasalahan terhadap pengaturan transaksi 

Repurchase Agreement dalam pasar modal Indonesia, dan 

penerapan pengaturan transaksi Repurchase Agreement terhadap 

asas keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. 
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BAB V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


